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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di 

Kabupaten Sleman pada saat ini belum efektif dikarenakan meskipun 

banyak pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi 

pidana  tidak juga mengurangi jumlah pelanggran izin reklame di 

kabupaten Sleman. Meskipun keberadaan aparat penegak hukum dan 

adanya sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar izin reklame sudah cukup 

baik, namun pelaksanaan yang ada di lapangan banyak sekali terjadi 

pelanggaran. Efektivitas sebuah pengenaan sanksi dapat terjadi jika 

peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh masyarakat, adanya aparat 

penegak hukum yang handal, adanya peraturan yang bisa menjadi payung 

hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai bagi terlaksananya upaya penegakan 

hukum. Dalam permasalahan ini, peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

kabupaten Sleman belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga 

belum tercapai suatu efektivitas. 
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2. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yaitu fungsi 

koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan izin 

reklame kurang berjalan dengan baik, ketidaktertiban pemasang reklame 

sehingga menyulitkan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan ketika ingin melakukan penindakan kepada pemasang 

reklame, serta banyaknya warga masyarakat yang tidak mentaati peraturan 

dalam perizinan sehingga pendapatan pemerintah dari pajak reklame tidak

bisa berjalan dengan efektif, dari pihak masyarakat menganggap 

kepengurusan izin tersebut rumit dan sepele.

3. Upaya – upaya dalam mengatasi kendala  terhadap pelanggaran izin 

reklame di kabupaten Sleman yaitu koordinasi dengan instansi lain terkait 

dengan penindakan pelanggaran izin reklame, melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang perizinan reklame, merumuskan suatu 

kebijakan mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dipasangnya 

reklame serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap 

ketertiban dalam perizinan reklame, dan dari pihak instansi-intansi yang 

terkait dengan izin melakukan sebuah pembenahan birokrasi. 

B. SARAN 

1. Hendaknya pemerintah Kabupaten Sleman melakukan koordinasi terhadap 

jajaran satuan kerja perangkat daerah di bawahnya khususnya jajaran 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pendapatan daerah, Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan agar dapat terjalin 
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hubungan yang baik sehingga penegakan hukum terhadap izin reklame 

berjalan efektif. 

2. Hendaknya Pemerintah kabupaten Sleman melakukan sosialisasi secara 

intensif kepada masyarakat khususnya mengenai aturan perizinan berikut 

sanksinya agar masyarakat sadar akan ketertiban dan aturan hukum 

mengenai tata cara dan prosedur perizinan reklame di wilayah Kabupaten 

Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus lebih mempunyai 

keberanian dan ketegasan terhadap penindakan maupun pengenaan sanksi 

terhadap pelanggaran izin reklame. 

3. Untuk masyarakat itu sendiri seharusnya lebih sadar hukum dan harus 

menaati peraturan yang sudah ada karena masyarakat mempunyai potensi

merugikan misalnya akan menganggu ketertiban umum dan menambah 

suatu “kesemrawutan”. Masyarakat juga harus bisa memenuhi kewajiban 

yaitu mengurus izin  kepada instansi yang berwenang jika akan melakukan 

pemasangan reklame. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 ini sebaiknya 

dilakukan sebuah pembaharuan atau perbaikan dan disesuaikan dengan 

perkembangan zaman saat ini. 
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